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ABSTRAK

Pengawasan operasional Baitul Mal wa at-Tamwil izin usaha KSPPS
dilakukan oleh KemenkopUKM, sementara izin usaha LKMS dilakukan oleh OJK.
Permasalahannya terjadi disharmoni regulasi antara Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar KSPPS dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai dasar LKMS yang
berdampak pada ketimpangan jumlah BMT KSPPS dengan BMT LKMS
khususnya di Provinsi Jawa tengah dan mengakibatkan pengawasan operasional
BMT dipertanyakan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga
permasalahan di antaranya mengapa penyelenggara BMT memilih izin usaha
KSPPS di bawah pengawasan Kemenkop UKM atau izin usaha LKMS di bawah
OJK, bagaimana efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah
KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK, serta bagaimana dampak
pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah
OJK.

Penelitian ini termasuk jenis field research dengan sifat penelitian deskriptif
analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah normatif empiris. Sumber data
penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data sekunder
dilakukan melalui wawancara dengan teknik purposive sampling dan data sekunder
melalui studi kepustakaan. Analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan dan
dianalisis secara deduktif.

Hasil penelitian ini pertama, alasan penyelenggara BMT di Provinsi Jawa
Tengah memilih KSPPS ialah fleksibilitas cakupan wilayah luas, regulasi lebih
menguntungkan, serta pendampingan langsung dari KemenkopUKM dapat
mendukung ekspansi dan mempermudah operasional, sementara alasan memilih
LKMS vyaitu memprioritaskan kredibilitas dan kepercayaan publik melalui
pengawasan ketat. Kedua, pengawasan operasional oleh OJK terhadap BMT LKMS
dengan struktur hukum dan penegakan hukum yang jelas menunjukkan tingkat
efektivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan pengawasan operasional oleh
Kemenkop UKM yang bersifat humanis dan penyesuaian dengan budaya koperasi.
Ketiga, dampak pengawasan KemenkopUKM maupun OJK terhadap kesehatan
operasional BMT selaras dengan prinsip maqgasid asy-syari‘ah Jasser Auda yang
menekankan kemaslahatan yang menyeluruh. Namun pengawasan yang dilakukan
oleh OJK terhadap BMT LKMS dengan prinsip penegakan hukum yang tegas,
pendekatan berbasis data, dan pengawasan komprehensif memberikan dampak
yang lebih langsung dan ketat terhadap kesehatan operasional BMT jika
dibandingkan pengawasan oleh KemenkopUKM terhadap BMT KSPPS.

Kata Kunci: BMT, LKMS, KSPPS, Pengawasan Operasional.



ABSTRACT

Operational supervision of Baitul Mal wa at-Tamwil for KSPPS business
type permits is carried out by the Ministry of Cooperatives and SMEs, while for
LKMS business types it is carried out by the OJK. The problem is that there is
disharmony in regulations between Law Number 25 of 1992 concerning
Cooperatives as the basis for KSPPS and Law Number 1 of 2013 concerning
Microfinance Institutions as the basis for LKMS which has an impact on the
disparity in the number of BMT KSPPS and BMT LKMS, especially in Central Java
Province and has resulted in the operational supervision of BMTs being questioned
for its effectiveness. This study aims to analyze three problems, including why BMT
organizers choose the KSPPS business type under the supervision of the Ministry
of Cooperatives and SMEs or the LKMS business type under the OJK, how effective
is the operational supervision of BMT KSPPS under the Ministry of Cooperatives
and LKMS under the OJK, and how is the impact of supervision of BMT KSPPS
under the Ministry of Cooperatives and LKMS under the OJK.

This research is a type of field research with a descriptive analytical
research nature. The research approach used is normative empirical. The data
sources for this study are primary data in the form of interview results and
secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials.
Secondary data collection was carried out through interviews with purposive
sampling techniques and secondary data through literature studies. Data analysis
was carried out through several stages and analyzed deductively.

The result of this study is first, the reason for BMT organizers in Central
Java Province to choose KSPPS is the flexibility of wide area coverage, more
favorable regulations, and direct assistance from KemenkopUKM can support
expansion and facilitate operations, while the reason for choosing LKMS is
prioritizing credibility and public trust through strict supervision. Secondly, OJK's
operational supervision of BMT SMFIs with a clear legal structure and law
enforcement shows a higher level of effectiveness compared to the Ministry of
Cooperatives and SMEs' operational supervision which is humanistic and adjusts
to the cooperative culture. Third, the impact of the KemenkopUKM and OJK
supervision on the operational health of BMTs is in line with Jasser Auda's magasid
ash-shart'ah principle which emphasizes comprehensive benefits. However, the
supervision conducted by OJK on BMT LKMS with the principles of strict law
enforcement, data-based approach, and comprehensive supervision has a more
direct and strict impact on the operational health of BMT compared to the
supervision by KemenkopUKM on BMT KSPPS.

Keywords: BMT, LKMS, KSPPS, Operational Supervision.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah non bank
yang dioperasikan melalui prinsip bagi hasil. Salah satu tujuan dari BMT vyaitu
menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka membela kepentingan
kaum fakir miskin. BMT dikembangkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-
tokoh masyarakat setempat.® Kehadiran BMT sebagai pendatang baru di dunia
pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam syari’ah ini dimaksudkan
untuk menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan?.

BMT secara legalitas hanya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) dikarenakan belum terdapat
regulasi khusus yang mengatur mengenai BMT. Bentuk badan hukum dari sebuah
BMT mengacu pada UU Perkoperasian masih beragam seperti koperasi, yayasan,
dan ormas dengan izin usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
(KSPPS). Sejak tahun 2013 legalitas mengenai BMT bertambah dengan hadirnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU

LKM). Kehadiran UU LKM ini memberikan wewenang pengawasannya maupun

! Suaidi, "Penyelesaian Pailit Di Bmt Yogyakarta: Studi Kasus Di Bmt Sabilul Muhtadin Dan
Bmt Al-Muthi’in Banguntapan Bantul, Yogyakarta", Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan
Syariah, Vol.3:1 (2019), HIm. 99.

2 Solikhul Hidayat, "Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Mal wa at-Tamwil (Bmt) Dalam
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, Vol.2:2 (2018),
Him. 203.



pembinaan kepada Otoritas Jasa keuangan dan mepersempit bentuk badan hukum
menjadi dua yaitu koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Bagi BMT yang berstatus
badan hukum koperasi dengan jenis izin usaha KSPPS, maka dasar hukum yang
digunakan sebagai rujukan adalah UU Perkoperasian.® Sedangkan bagi BMT yang
berstatus badan hukum PT dengan jenis izin usaha Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LKMS), maka dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan ialah UU
LKM.* Artinya status izin usaha yang dipilih oleh BMT akan menentukan arah
peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan.

Permasalahan kemudian terjadi pada BMT yang berstatus badan hukum
koperasi. Hal ini dikarenakan pengaturan dan pengawasannya berada di bawah
otoritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUMK/1X/2015 tentang pengawasan
Koperasi. Apabila merujuk pada Pasal 28 ayat (1) UU LKM, OJK mempunyai
kewenangan penuh terhadap pengaturan dan pengawasan BMT. Dengan demikian,
ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU LKM tersebut mereduksi kewenangan dari
Kemenkop UKM terhadap BMT. Kedua regulasi pengawasan tersebut akhirnya
menimbulkan dualisme pengawasan antara Kemenkop UKM serta OJK yang

kemudian turut berdampak pada dualisme pengawasan dalam operasional BMT.

3 Nurhasanah, "Aspek Hukum Koperasi Sebagai Payung Hukum BMT Di
Indonesia", Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. 15:2 (2016),
Him. 314.

4 Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Mal wa at-
Tamwil (BMT)", Economica: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5:2 (2014), HIm. 18.



BMT dengan jenis izin usaha KSPPS yang diawasi oleh Kemenkop UKM
memiliki ruang lingkup pengawasan operasional meliputi aspek penerapan
kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha
simpan pinjam dan penerapan sanksi terhadap BMT.> Sedangkan bentuk
pengawasan operasional yang dilakukan oleh OJK terhadap LKM termasuk BMT
dengan jenis izin usaha LKM adalah perlindungan konsumen, pengawasan melalui
laporan keuangan, pemeriksaan, penyidikan, menentapkan sanksi administratif,
memberikan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efekftifnya
penyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan
usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan, pembubaran, dan penetapan
lainnya.®

Pengawasan operasional pada BMT dengan bentuk badan hukum koperasi
baik yang dilakukan oleh OJK maupun Kemenkop UKM sejatinya menjadi tahapan
yang sangat krusial bagi keberlangsungan BMT. Kurangnya pengawasan pada
BMT secara sosiologis akan mengganggu ekosistem perekonomian dan
keberlangsungan BMT. Belum adanya regulasi yang utuh terkait BMT secara
yuridis akan menjadikan pengawasan sebagai aspek sentral dalam operasional

BMT. Adapun secara ekonomis, pengawasan yang berjalan dengan baik tentu dapat

S Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor: 17/Per/M.KUMK/1X/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

® Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Mal
wa at-Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2:1(2019),
Him. 139.



meminimalisir terjadinya permasalahan di BMT salah satunya seperti
penyelewengan dana oleh oknum BMT.”

Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 menunjukkan
terdapat 80 BMT dengan jenis izin usaha LKMS di Indonesia yang diawasi
operasional oleh OJK. Sedangkan data dari Kemenkop UKM pada tahun 2024
menunjukkan terdapat sekitar 4000 BMT dengan jenis izin usaha KSPPS di
Indonesia yang diawasi operasional oleh Kemenkop UKM. Terkhusus Provinsi
Jawa Tengah terdapat 7 BMT yang operasionalnya diawasi oleh OJK dan 540 BMT
yang diawasi oleh Kemenkop UKM. Data ini menunjukkan jumlah yang sangat
timpang antara BMT yang operasionalnya diawasi oleh OJK dengan BMT yang
diawasi Kemenkop UKM. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai
penyebab masing-masing BMT memilih pengawasan operasional di bawah
naungan OJK maupun Kemenkop UKM.

Adanya disharmoni regulasi antara UU Perkoperasian dengan UU LKM
menyebabkan dualisme pengawasan operasional BMT. Tidak dapat dipungkiri
bahwa UU Perkoperasian yang mendelegasikan pengawasan operasional BMT
kepada Kemenkop UKM maupun UU LKM yang mendelegasikan kepada OJK
tentunya memiliki alasan serta tujuan masing-masing. Berkaitan dengan hal ini
tujuan pengawasan operasional BMT baik izin usaha KSPPS yang diawasi oleh
Kemenkop UKM maupun izin usaha LKMS yang diawasi olen OJK diharapkan

dapat mencapai kemaslahatan secara menyeluruh sebagaimana tujuan penetapan

7 Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan
Mikro Syariah", Igtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus, Vol.9:2 (2016),
Him. 204.



hukum (magqasid asy-Syar ‘ah) pemikiran Jasser Audah. Faktanya masih terdapat
ketimpangan jumlah pengawasan operasional BMT izin usaha LKMS oleh OJK
dengan BMT izin usaha KSPPS oleh Kemenkop UKM sehingga menimbulkan
pertanyaan mengenai dampak dari pengawasan keduanya sehingga nantinya
diperoleh jawaban pengawasan operasional di bawah naungan OJK atau Kemenkop
UKM vyang lebih efektif terhadap kesehatan operasional BMT.

Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa disharmoni regulasi juga
menyebabkan jumlah pengawasan operasional di bawah naungan OJK dengan
Kemenkop UKM sangat timpang. Oleh sebab itu penelitian ini menghadirkan
sejumlah pertanyaan. Pertama, alasan atau pertimbangan BMT memilih OJK
maupun Kemenkop UKM sebagai penyelenggara pengawasan. Kedua, setelah
melakukan pemilihan tersebut maka seperti apa efektivitas pengawasan oleh
masing-masing penyelenggara terhadap operasional BMT. Ketiga, dampak
pengawasan yang dilakukan baik OJK maupun Kemenkop UKM terhadap
kesehatan operasional BMT. Secara garis besar penelitian ini mengkaji lebih lanjut
efektivitas pengawasan operasional BMT yang dilakukan OJK dengan Kemenkop
UKM dan dampaknya bagi operasional BMT khususnya di Provinsi Jawa Tengah

ditinjau dari maqasid syari‘ah.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, rumusan masalah

penelitian ini sebagai berikut:



1. Mengapa penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah
pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS di bawah OJK?

2. Bagaimana efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah
KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK?

3. Bagaimana dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan

BMT LKMS di bawah OJK?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Tujuan penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha
KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS
di bawah OJK.
b. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di
bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK.
c. Untuk mengetahui dampak pengawasan BMT KSPPS di bawah
KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK.
2. Kegunaan
Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
a. Secarateoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan
pemikiran dan pengetahuan guna pengembangan Hukum Ekonomi
Syariah terkhusus pada pengawasan Baitul Mal wa at-Tamwil oleh

Otoritas Jasa Keuangan atau Kemenkop UKM .



b. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan

terhadap penyelenggara pengawasan Baitul Mal wa at-Tamwil.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terkait Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) turut dilakukan oleh
peneliti lainnya. Guna menegaskan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis
dengan penelitian sejenis lainnya maka dicantumkan telaah pustaka yang berkaitan
dengan penelitian ini. Pertama, penelitian terkait problematika hukum BMT yang
dilakukan oleh Zulkifly Rusbi dkk®, Fashifuddin Arafat’, Imam Nawawi®, Vetri
Novita Sari'! yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat problematika yang
dialami oleh BMT di antaranya status hukum BMT, implementasi akad pada
pembiayaan BMT, penyaluran dana, dan pengelolaan BMT. Persamaan penelitian
ini dengan penelitian sejenis yang telah disebutkan yaitu sama-sama membahas
BMT. Perbedaannya fokus pembahasan penelitian sejenis tersebut adalah

problematika BMT secara umum sedangkan fokus permasalahan penelitian ini pada

8 Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, Hamzah Hamzah. "Analisa permasalahan Baitul Mal wa
at-Tamwil (BMT) melalui pendekatan analytical network process (ANP)", Jurnal Al-Hikmah,
Vol.13:1 (April 2016), HIm. 101

% Fashihuddin Arafat, "Eksistensi BMT sebagai Baitul Mal wa at-Tamwil dan Problematika
Hukumnya", EI-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), Vol.10:1 (2020), HIm. 99.

10 Imam Nawawi, M. Zidny Nafi'hasbi Zidny Nafi, "Problematika Implementasi Akad
BaiBitsaman Ajil Perspektif Hukum Islam pada BMT Sidogiri Cabang Situbondo", Jurnal limiah
Ekonomi Islam, Vol.7:3 (2021), HIm. 1440.

1 Vetri Novita, Fajar Ramadhan. "Analisis Problematika dan Upaya Dalam Pengelolaan
BMT (Studi Kasus BMT Niaga Utama, Kecamatan Teluk jambe Timur, Kabupaten
Karawang)", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.3:3 (2023), HIm. 8156.



problematika efektivitas pengawasan operasional BMT oleh Kemenkop UKM dan
OJK.

Penelitian terkait kegagalan BMT akibat pengawasan turut dilakukan oleh
beberapa peneliti di antaranya Masadah'?, Rafi Farizki®®, dan Slamet Mujiono.
Penelitian sejenis ini mengulas lebih lanjut kegagalan BMT baik dari segi
kegagalan dalam pembiayaan, perlindungan hukum nasabah, maupun faktor yang
menjadikan BMT mengalami pailit dari segi pengawasan. Persamaan penelitian ini
dengan penelitian sejenis tersebut sama-sama mengulas kegagalan BMT dari segi
pengawasan yang dilakukan. Perbedaannya penelitian sejenis yang telah disebutkan
fokus pada salah satu BMT dan dilakukan secara empiris sedangkan penelitian ini
mengulas lebih lanjut dampak dari pengawasan operasional yang dilakukan
KemenkopUKM maupun OJK pada BMT dengan data BMT di Provinsi Jawa

Tengah.

2 Masadah, ¢’Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Hak Nasabah (Studi Kasus
Baitul Mal wa at-Tamwil Bina Insani Pringapus Ungaran)’’, Tesis IAIN Salatiga, 2016, Him. 98.

13 Rafi Farizki, Komarudin Komarudin. "Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan
Pembiayaan Murabahah Bermasalah: Studi Kasus Pada Bmt Gunungjati, Cirebon." Co-Value:
Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan, Vol.11:2 (2020), HIm. 44.

14 Slamet Mujiono, "Eksistensi Pengawasan Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) Sebelum Dan
Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam
Perspektif Negara Hukum", Disertasi Universitas Islam Indonesia 2020.



Berikutnya penelitian terkait pengawasan di BMT dilakukan oleh Rifa
Berliana Arifin'®, Tita Novita'®, Toto Suharto!’, Handieni Fajrianty’®, Rizka
Fauziah Hayati dkk®, Ani Yunita® yang pada intinya menyatakan pengawasan
merupakan salah satu tahapan sangat penting bagi BMT. Namun peran penting
yang dimiliki oleh pengawasan ini mengalami kendala akibat dualisme regulasi dan
penerapan di lapangan yang tidak efektif. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian sejenis tersebut sama-sama membahas pengawasan pada BMT.
Perbedaannya penelitian sejenis lainnya hanya membahas pengawasan pada produk
tertentu dan permasalahan pengawasan secara general. Adapun penelitian ini
membahas pengawasan pada operasional BMT KSPPS oleh KemenkopUKM dan
BMT LKMS oleh OJK mengenai alasan, pola pengawasan, dan dampak

pengawasan yang dilakukan.

15 Rifa Berliana Arifin, “Daulisme Pengawasan Dalam Operasionalisasi Baitul Mal wa at-
Tamwil (BMT) Di Jawa Barat”, Tesis UIN Syarif Hidayatullah 2021.

16 Tita Novitasari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Mal
wa at-Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.2:1 (2019),
Him. 121.

7 Toto Suharto, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah
Bermasalah di KSPPS BMT Husnul Aulia Ciledug.” BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan
Syariah, Vol.2:1 (2020), HIm. 84.

18 Handieni Fajrianty, " Baitul Mal wa at- Tamwil- Ditinjau dari Aspek Hukum", Yurisdictie,
Vol.1:3 (2019).

19 Riska Fauziah Hayati, Ali Akbar, Arifki Budia Warman, "Tarik Menarik Kewenangan
Pengawasan Lembaga Baitul Mal wa at-Tamwil (BMT) di Indonesia Pasca UU Nomor 1 Tahun
2013", IJTIHAD, Vol.37:1 (2021), HIm. 203.

20 Ani Yunita, Andri Martiana, Riska Wijayanti. "Optimalisasi Peran Pengawasan Otoritas
Jasa Keuangan Terhadap Baitul Mal wa at-Tamwil Di Yogyakarta", Arena Hukum, Vol.15:2
(2022), HIm. 326.
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Berdasarkan paparan tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki
persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dalam hal membahas aspek
hukum dan pengawasan BMT. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-
penelitian sejenis lainnya terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik yaitu
efektivitas pengawasan operasional BMT oleh KemenkopUKM dan OJK
khususnya di wilayahJawa Tengah. Penelitian ini tidak hanya mencakup analisis
hukum dan pengawasan operasional secara umum tetapi juga mendalami alasan,
mekanisme, serta dampak pengawasan operasional BMT. Pendekatan yang
digunakan lebih komprehensif dengan menggabungkan data empiris dari tiga BMT
di Jawa Tengah untuk menganalisa efektivitas pengawasan operasional terhadap

keberlanjutan operasional lembaga BMT.

E. Kerangka Teoretik
Kerangka teoretik yang digunakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:
1. Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar
supaya hukum berlaku efektif. Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono
Soekanto terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam meninjau efektivitas

hukum itu sendiri antara lain sebagai berikut:?*

2L Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2008) HIm. 8
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a. Faktor hukum
Efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas hukum atau regulasi yang
diterapkan sehingga hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara
efektif tanpa ambiguitas.
b. Faktor penegakan hukum
Hukum hanya akan efektif jika penegak hukum menjalankan tugasnya dengan
adil, tegas, dan sesuai prosedur yang ditetapkan.
c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
Penerapan hukum yang baik memerlukan dukungan infrastruktur yang
memadai, seperti teknologi, kantor, dan sumber daya manusia yang
mencukupi.
d. Faktor masyarakat
Masyarakat yang sadar hukum dan mematuhi aturan hukum secara sukarela
membantu memperkuat efektivitas sistem hukum yang berlaku.
e. Kebudayaan
Budaya hukum di masyarakat termasuk nilai-nilai dan norma sosial, sangat
memengaruhi cara hukum diterima dan dijalankan, karena hukum yang
bertentangan dengan kebudayaan akan sulit diterapkan.
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal
pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan
hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya

sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya
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disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum
dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.??
2. Maqasid syari‘ah
Jasser Auda menyatakan bahwa magasid adalah suatu cabang ilmu
keislaman yang menjawab pertanyaan sulit hingga dinyatakan magasid
menjelaskan hikmah dibalik aturan syariat Islam. magasid asy-Syari ‘ah oleh Jasser
Auda juga dianggap sebagai sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang
melandasi proses al-Tasyri’ al-Islam (penyusunan hukum berdasarkan syari’at
Islam seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak,
kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya.?® Pemikiran Jasser Audah
membagi maqgasid menjadi tiga macam di antaranya sebagai berikut:>
a. Magqasid al-ammah (umum), mencakup segala maslahahyang ada pada perilaku
tasyri’yang bersifat universal atau umum.
b. Magasid khassah (Khusus), mencakup segala maslahah yang terdapat pada
persoalan dan salah satu bab tertentu.
C. Magqasid juz’iyyah (parsial), maqgasid yang paling inti dalam suatu peristiwa

hukum.

22 1bid, HIm. 12.

23 Jasser Audah, Magasid al-Syari ‘ah Falsatah Ii al-Tasyri"* al-Islami (London: al-Mahad al-
Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), him. 15.

24 1bid, him. 44.
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Ketiga kategori magasid asy-Syar ‘ah tersebut menurut Jasser Auda harus dilihat
secara holistik, tidak terpisah-pisah, bersifat hirarkis, dan semua tujuan hukum yang
ditetapkan harus mewujudkan kemaslahatan.

Konsep magqasid asy-Syar ‘ah sangat penting untuk menjadi alat analisis
mengistimbatkan hukum dengan melihat kondisi sosial yang terus berkembang.?
Magqasid asy-Syar ‘ah juga menjadi suatu pintu guna melaksanakan pembaruan
dalam merespons problematika-problematika dengan konteks terkini.?® Teori
maqasid asy-Syar ‘ah pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut
dampak pengawasan dari OJK dan Kementerian Koperasi UKM hingga nantinya
akan diketahui efektivitas pengawasan operasional tersebut diterapkan di masa kini.
Hal ini mengingat perkembangan BMT khususnya di Provinsi Jawa Tengah saat ini

sudah berkembang pesat jika dibandingkan beberapa tahun silam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field
research). Penelitian field research merupakan penelitian yang dilakukan dengan
mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mendapatkan data yang valid mengenai efektivitas pengawasan

operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa

25 Ali Sodigin, Figh dan Ushul Figh, Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia
(YYogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), him. 167.

% Muhammad Faisol, ’Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah figh
Post-Postmodernism’’, Jurnal Kalam, Vol. 6: 2 (2012), him. 52.
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Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara,
dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analitik untuk menggambarkan, menemukan fakta-
fakta hukum secara menyeluruh, dan menganalisis secara sistematis isu penelitian.
Sifat penelitian deskriptif analitik ini digunakan untuk menggambarkan dan
menemukan fakta hukum secara sistematis terkait efektivitas pengawasan
operasional BMT di bawah naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa
Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara,
dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif empiris
yaitu penelitian yang menggabungkan unsur normatif yang kemudian didukung
dengan penambahan data atau unsur empiris.?’  Aspek empiris diperoleh melalui
pengumpulan data tentang efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah
naungan OJK dan Kemenkop UKM di Provinsi Jawa Tengah meliputi Koperasi
LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra
Mandiri. Sedangkan aspek normatif mengkaji dampak pengawasan operasional
Koperasi LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT

Mitra Mandiri ditinjau dari maqgasid syari ‘ah.

2" Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normative dan Empiris, cet.
ke-2 (Depok: Pranadamedia Group Kencana.2018), him 1.
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4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data

primer dimaknai sebagai data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan baik

melalui wawancara maupun observasi. Data sekunder dimaknai sebagai data yang

diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini berupa data BMT yang diawasi oleh OJK

dan Kemenkop UKM. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui
wawancara kepada beberapa informan terkait di antaranya pegawai Koperasi
LKMS BTM Artha Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra
Mandiri.

b. Data sekunder

Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum

tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini di antaranya Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, PermenkopUKM Nomor
11/PER/M.KUKM/XI11/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, PermenkopUKM
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, POJK Nomor
19/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga
Keuangan Mikro, POJK Nomor 14/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Adapun bahan hukum

sekunder pada penelitian ini terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, dan bahan lainnya
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yang dipublikasikan secara luas terkait BMT. Sedangkan bahan hukum tersier
berupa KBBI dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a.

Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan
melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari
sumbernya. Penulis menggunakan teknik wawancara tak terstruktur yaitu
pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.?®
Wawancara dilakukan secara daring melalui zoom meeting dengan tiga
informan. Informan penelitian ini yaitu pihak Koperasi LKMS BTM Artha
Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri. Pemilihan
informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan fokus
pada BMT di bawah naungan OJK dan BMT di bawah naungan Kemenkop
UKM vyang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara
mendalam dengan ketiga informan tersebut, peneliti memperoleh informasi atau
data yang komprehensif terkait fokus penelitian.
Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah analisis informasi tertulis terkait hukum dari

berbagai macam sumber yang dipublikasikan secara luas.?® Studi pustaka

231.

2 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2014), Him.

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakdi,

2004), Him. 82.
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digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer,
sekunder, maupun tersier. Studi kepustakaan ini penting untuk menganalisis
efektivitas dan dampak pengawasan operasional BMT izin usaha KSPPS dan
LKMS.
6. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kualitatif
melalui beberapa tahapan. Pertama, data diklasifikasikan ke dalam kategori-
kategori tertentu. Selanjutnya, data tersebut diuraikan secara sistematis dan
dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap
akhir adalah penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis. Data
yang diperoleh pada peneltiain ini diklasifikasikan, diuraikan secara sistematis, dan
dianalisis secara deduktif dari umum ke khusus untuk mendapatkan kesimpulan
mengenai efektivitas pengawasan operasional BMT di bawah naungan OJK dan
Kemenkop UKM di Provinsi Jawa Tengah meliputi Koperasi LKMS BTM Artha

Surya Tegal, BMT Fastabiq Jepara, dan KSPPS BMT Mitra Mandiri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yang
mencakup pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan terdapat satu bab,
pembahasan terdapat tiga bab, dan penutup terdapat satu bab. Pendahuluan terdapat
pada Bab I. Bab | Pendahuluan ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan

sistematika pembahasan.
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Pembahasan meliputi tiga bab yang terdapat pada Bab Il sampai Bab 1V. Bab
Il mengenai Tinjauan Umum BMT, Efektivitas Hukum, dan MaqaSid Syari‘Ah.
Bab ini menjadi pengembangan dari kerangka teoretik yang dijabarkan di Bab I.
Bab ini memaparkan BMT, pengawasan, efektivitas hukum, dan magasid syariah.
Masing-masing sub bab dipaparkan lebih lanjut mengenai definisi, dasar hukum,
dan beberapa sub bab lain.

Bab Il mengenai Baitul Mal wa at-Tamwil di Indonesia. Bab ini
memaparkan fokus pembahasan berupa Gambaran Umum terkait Baitul Mal wa at-
Tamwil meliputi data Baitul Mal wa at-Tamwil di Indonesia, pengawasan BMT,
BMT yang diawasi oleh OJK, dan BMT yang diawasi oleh Kemenkop UKM .

Bab IV mengenai Efektivitas Pengawasan Baitul Mal wa at-Tamwil di
Provinsi Jawa Tengah. Bab ini memaparkan hasil analisis pembahasan yang terbagi
menjadi tiga sub bab, pertama alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha
KSPPS di bawah pengawasan KemenkopUKM atau izin usaha LKMS di bawah
OJK. Kedua, efektivitas pengawasan operasional BMT KSPPS di bawah
KemenkopUKM dan BMT LKMS di bawah OJK. Ketiga, dampak pengawasan
BMT KSPPS di bawah KemenkopUKM dan BMT LKMS.

Penutup terdapat pada Bab V. Bab V Penutup ini memaparkan kesimpulan
dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang
menjawab rumusan masalah. Adapun saran menjadi usulan yang diberikan penulis
kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan

penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, kesimpulan penelitian ini di
antaranya sebagai berikut:

1. Alasan penyelenggara BMT memilih izin usaha KSPPS di bawah
pengawasan KemenkopUKM atau LKMS di bawah pengawasan OJK
didasarkan pada aspek cakupan wilayah, regulasi, dan tingkat pengawasan
yang mempengaruhi  keberlanjutan dan pengembangan BMT.
Penyelenggara BMT di Provinsi Jawa Tengah yang memilih KSPPS
umumnya mempertimbangkan fleksibilitas cakupan wilayah luas, regulasi
lebih menguntungkan, serta pendampingan langsung dari KemenkopUKM
dapat mendukung ekspansi dan mempermudah operasional. Di sisi lain,
alasan penyelenggara BMT di Provinsi Jawa Tengah yang memilih LKMS
memprioritaskan kredibilitas dan kepercayaan publik melalui pengawasan
ketat meskipun beban administratif lebih tinggi. Ketimpangan jumlah BMT
KSPPS dibandingkan LKMS disebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian dianggap lebih fleksibel dan menguntungkan
bagi perkembangan BMT dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang cenderung ketat.

2. Pengawasan operasional BMT LKMS oleh OJK lebih efektif dari segi

legalitas dan penegakan hukum jika dibandingkan dengan pengawasan

134
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operasional BMT KSPPS oleh KemenkopUKM. Hal ini lantaran OJK
memiliki sistem pengawasan yang lebih terstruktur, berbasis teknologi, dan
kewenangan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran operasional
BMT. Di sisi lain, pengawasan operasional oleh KemenkopUKM lebih
unggul dalam aspek pembinaan yang lebih humanis dan penyesuaian
dengan budaya koperasi, namun pengawasannya cenderung administratif
dengan kekurangan kewenangan sanksi hanya administratif. Secara
keseluruhan pengawasan operasional yang dilakukan oleh OJK terhadap
BMT LKMS menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi jika
dibandingkan pengawasan operasional oleh Kemenkop UKM karena
didukung oleh struktur hukum dan penegakan hukum yang jelas sehingga
dapat menciptakan pengawasan operasional yang efektif.

Dampak pengawasan KemenkopUKM maupun OJK terhadap kesehatan
operasional BMT selaras dengan prinsip maqasid asy-syari ‘ah Jasser Auda
yang menekankan kemaslahatan yang menyeluruh. Namun pengawasan
yang dilakukan oleh OJK terhadap BMT izin usaha LKMS memberikan
dampak yang lebih langsung dan ketat terhadap kesehatan operasional BMT
jika dibandingkan pengawasan oleh KemenkopUKM terhadap BMT
KSPPS. Pengawasan operasional oleh OJK dengan prinsip-prinsip seperti
penegakan hukum yang tegas, pendekatan berbasis data, dan pengawasan
komprehensif, lebih efektif menjaga kesehatan operasional BMT dan
memastikan kemaslahatan yang menyeluruh sebagaimana enam fitur sistem

maqasid asy-syari‘ah Jasser Auda. Sebaliknya, pengawasan operasional
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Kemenkop UKM yang lebih mengutamakan pembinaan kurang berdampak
dalam menjaga kesehatan operasional BMT meskipun tetap berkontribusi

pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan anggota BMT secara terbatas.

B. Saran
Saran yang dihadirkan penulis atas penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi KemenkopUKM diharapkan meningkatkan frekuensi pengawasan dan
memanfaatkan teknologi dalam proses pelaporan agar pengawasan
operasional lebih efisien dan responsif terhadap masalah yang muncul di
lapangan.

2. Bagi OJK diharapkan menyederhanakan prosedur pengawasan dan
mengurangi beban administratif agar BMT izin usaha LKMS dapat lebih
fokus pada operasional dan pengelolaan yang sesuai dengan regulasi tanpa
terhambat oleh proses yang rumit.

3. Bagi Pemerintah diharapkan memperhatikan keseimbangan antara regulasi
yang ketat dan fleksibilitas dalam pengawasan BMT agar dapat mendukung
keberlanjutan dan pengembangan BMT di seluruh sektor baik izin usaha
KSPPS maupun LKMS. Pemerintah juga diharapkan dapat menghadirkan
regulasi khusus BMT guna memberikan kerangka hukum yang lebih jelas
dan mendukung pengelolaan BMT secara efisien serta memastikan

perlindungan bagi anggota dan keberlanjutan operasional BMT.
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